KEPALA DESA GUNTURMADU
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA GUNTURMADU NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNTURMADU,
nimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
perkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
:gingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
A = ' yaerah-daerah Kabupaten Dalam Lir.gkungan Propinsi Jawa

ang-undangan (l.embaran Negara Republik
. 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
1donesia Nomor 5234);

lomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
1 Negara Republik Indonesia Tahun 2003
han Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

xepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
ran Negara Republik Indonesia Nomor
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4578):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembararn Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali

-an Pemerintah Nomor & Tahun 2016

Atas Peraturan Pemerintah Nomor
Daria Desa Yang Bersumber Dari

'-.*-;.;7

S3elanja Negara (Lembaran Negara
1 2016 Nomor 57, Tambahan

Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Peraturan Desa (Berita Negara
2014 Nomor 2091);
Negeri Nomor 114 Tahun 2014
inan Desa (Berita Negara Republik
or 2094);
‘Negeri Nomor 20 Tahun 2018
gan Desa (Berita Negara Republik
or 611);
ran Republik Indonesia Nomor
Pengelolaan Dana Desa;

nbangunan Daerah Tertinggal,
a Nomor 17 Tahun 2020
ina Desa Tahun 2021;
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Poraturan  Kepala  Lembaga  Kebijukan  Pengadaan
Darang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Totn Cara Pengadaan Barang/Jasn di Desa (Berita
Negarn Republile  Indonesin Tahun 2013 Nomor 13467),
nebagalmana telah dinbah dengan Peraturan Kepala Lembaga
Kebljakan Pengadann Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubshan Atas Peraturan Kepala
Lembogn  Kebljalan Pengadann  Darang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatu Cara Pengadaan
Barang/Jasn di Desa  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1506);

. Peraturan Daeranh Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016

tentang  Pencalonan, Pengangkatan dan  Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 6);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Tata Carn Penyusunan Peraturan di Jesa (Berita Daerah
Kanbupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);

Pernturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

clolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
1080bo Tahun 2018 Nomor 48);

an Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Anggaran 2021 (Lembaran Daszrah

1080bo Tahun 2020 Nomor 6);

ti Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang

gearan Pendapatan dan Belanja Daerah

08obo Tahun Anggaran 202! (Berita Daerah

osobo Tahun 2026 Nomor 71);

i Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang

inaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2021;

ti Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 tentang

ransfer ke Desa Tahun Anggaran 2021;

I Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020 tentang

Penghasilan Tetap dan Tunjangan K=pala
A serta Tunjangan BPD Tahun 2021;
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNTURMADU
dan
KEPALA DESA GUNTURMADU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GUNTURMADU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan
perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 1,602,050,000
2. Belanja Desa Rp 1,651 ,738,708
Surplus/Defisit Rp 49,688,708

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 49,688,708

b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0

Selisih Pembiayaan (a — b) Rp 49, 688,708
Pasal 2

Ura1an 1eb1h lamut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
13 id dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3
sud dalam Pasal 2 memuat:

ca tersedia;
ersedia; dan
m dilaksanakan di tahun anggaran

Pasal 4
uran Kepala Desa tentang Penjabaran
nja Desa sebagai landasan operasional

aksanakan  kegiatan  untuk
1 darurat, dan mendesak.

a dimaksud pada ayat (1)
tidak terduga.

. kegiatan penanggulangan
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pencana, keadsan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya  diusulken dalam  rancangan

peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(1) Keglatan sebagaimana dimeksud pads ayat (1) herus memenuhi
leritering

a. bulkan merupakan keglatan normal dari aktivitas pemerintah
Denn dan tdak dapat dipredilesi sebelumnya;

b, tidak diharaplkan terjadi secara berulang;

¢, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa
dan/atau permasalahan sosial; dan

¢. bernkala lokal Desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi;
n. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan,
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeserar. antar objek
belanja, dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubshan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB
Dena dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

dlpct mengetahui, memerintahkan pengundangan
e baran Desa Gunturmaau,

Ditetapkan 4i Gunturmadu
pada tangga.l 30 Desember 2020

JL,JMUV
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